ABSTRAK

PT. KMI mengajukan banding atas Keputusan Dirjen Pajak tentang keberatan
yang diajukan atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2009. Atas permohonan
tersebut, Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan permohonan banding yang
diajukan. Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir
kompensasi kerugian fiskal. Setelah melakukan berbagai upaya hukum, PT. KMI
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Penelitian
yang dilakukan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian,
perlindungan hukum bagi Wajib Pajak atas Surat Ketatapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung
dalam memutus perkara ini telah tepat dan sesuai berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pembetulan SKPLB seperti yang
diatur dalam ketentuan Pasal 16 UU KUP merupakan hal yang tepat untuk
dilakukan PT. KMI sehingga PT. KMI bisa mendapatkan hak nya atas
kompensasi kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU PPh. Menurut
pandangan Islam Pajak sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan
selanjutnya diteruskan dan disempurnakan pada zaman Khalifah Umar bin
Khaththab. SKPLB dan pajak penghasilan belum diatur secara eksplisit dalam Al-
Qur’an dan Sunnah namun merupakan pengembangan pajak dari zaman Khalifah
Umar bin Khaththab yang dilakukan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci : SKPLB, Wajib Pajak, Kompensasi Kerugian.



